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BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
':
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA,

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan APBD dengan niemprioritaskan untuk antisipasi pencegahan dan
penanganan dampak Penularan COVID-19 pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa sebagaimana amanat Surat Edaran Bersama Menteri Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tengang Percepatan Penyesuaian Anggaran Tahun 2020 Dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasionai;

c. bahwa pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh bantuan bersifat khusus dari

Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka Penanganan Dampak COVID-19;

bahwa terdapat penyesuaian Alokasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Pergeseran Belanja yang disebabkan adanya perubahan antar kegiatan, antar
obyek belanja, antar rincian obyek Belanja pada beberapa OPD;
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€. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Un'dang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluicu
~ Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan

dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negata Tahun 1953 Nomor 3);
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

gan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
mbaran Negara Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun. 2005 tentang Pengelolaan Keuan

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rep

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Le

ublik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lapor:;n Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelengaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabu
Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);

paten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pe
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Re
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri D
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
2019 Nomor 15);

mberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
alam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan
rah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

gan- Badan Layanan- Umum- (Lembaran -Negara -
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpanan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057); _

- == = — . —_—— -

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Némor 6178); '

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 33);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID
19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah Tahun 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dana tau menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional; -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7 /2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional
Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

¢
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak
COVID-19 kepada kabupaten /kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Nomor 1 Seri A);

Dipindai dengan CamScanner



36.

37.

38.

39.

Jumlah setelah perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2019 Nomor 3);

- = =i == S _ e

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tghun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

ctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANANG PERUBAHAN ATAS PERATI"IRAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

an 2020 diubah sebagai berikut :
Pasal 1
PENDAPATAN
a. Semula Rp. 1.033.528.116.054,36
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. (124.477.238.938,90)

Rp. 909.050.877.116.36
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' 2. BELANJA

a. Semula Rp. 1.030.151.616.054,36
b. Bertambah / (Berkurang) Rp. (99.088.167.699°00 )
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 931.063.448.355,36
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (22.012.571.239,00 )
PEMBIAYAAN
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 9.923.500.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 14.089.071.239,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 24.012.571.239,00
b. Pengeluaran
1) Semua Rp. 13.300.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. (11.300.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp. 22.012.571.239,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. ’ 0,00
Pasal 2

» E _njabara.n Perubahan Anggaran Pcndapatén dan Bel;inja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang
crupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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iMaluku Tenggara.

] ndang di : Langgur
Pada Tanggal : 27 Mei 2020
B SEKRETARIS DAERA

KABUPATEN U TENGGARA

| AHMAD YANI RAHAWARIN
. NIP. 196805181993031005

_: eraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memeﬁnta_hkan-l?engur}dan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
ttd

DEBBIE P.J, BUNGA, SH
NIP. 19781220 2008¢4 2 001

Pasal 3

gan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di : Langgur
Pada Tanggal : 27 Mei 2020

Q{BUPATI MALUKU TENGGARA, ¥

e

MUHAMAD TAHER HANUBUN
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